BUPATI MINAHASA SELATAN :
PROVINSI SULAWESI UTARA , oW

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
KABUPATEN MINAHASA SELATAN |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaém tugas pokok
dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan, maka dibutuhkan Apé.rx'at Pcnga%vg_s_én Intern
Pemerintah yang berintegritas, berkompeten,” kapabel,
objektif dan mampu menjaga rahaSHa jabatan;

b. bahwa untuk mewujudkan' Aparat Pengawasan Intern

N Pemerintah sebagaimana dimastd pada huruf a, maka
dipandang perlu mengatur kode etik Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah; ‘ '

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menectapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Etik Apara:t Pengawasan Intern

Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.' tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan. | Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negaré Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, .Tambahan_l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Q;Undang—...
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Sclatar"l;u dan Kota
Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor ‘30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ndmor 4273‘);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14‘tentang‘Ap atur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik' Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimaha telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua "atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional f’egavbai Negeri Sipil (Lc‘mbarah Negara chhblik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara chublik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4%2' Tahun 20()_4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawéi‘j -'N'egt;ri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
‘ 142, Tambahan Lembaran Negara prublik Indonesia Nomor
4450); ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 'I‘al'iun 2008 tén't,ang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah {Lefrxbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomc;r 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

| 8.Peraturan...
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. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambaha'ri_,l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); !

.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negata Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pengawai Negeri Slpxl (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repﬁb_lik Indonesia Tahun 2017
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara chut!Jl_ik:Indoncsia
Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Ncgen Nomor 23 ’I‘ahun 2007
tentang Pedoman Tata = Cara Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007

tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawa:s
Pemerintah; '

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor
PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Perhba}han atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pcngéwasan Intern
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ncggra Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawas Intern Pemerintah,; |

Peraturan Kepala Badan kepegawaian Nasxonal Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Kerxdah Mutu Auc’ht Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah. | Y s

MEMUTUSKAN...
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MEMUTUSKAN : |
?

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN

MINAHASA SELATAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan !

1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah [Kabupaten
Minahasa Selatan.

Bupati adalah Bupati Minahasa Sclatan

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mmahasa Selatan.
Inspektur / Atasan APIP adalah Kepala lnspektordt Kabupaten
Minahasa Selatan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang scl}anjutnya disingkat
APIP, adalah Inspektorat yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi pengawasan dan bcrtanggunglawab kepada Bupati.
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan a\det reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegtatan pengawasarn lainnya,
seperti: konsultasi, sosialisasi dan asistcﬁsi . terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsx organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang mcmadax bahwa kchatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan p_impirlxan dalam
mewujudkan tata pemerintahan yang baik (goo'd"?gbvemment).
Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan lns:pektorat
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas
pengawasan bidang keuangan

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Dacrah
yang selanjutnya disingkat dengan P2UPD adalah Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan pengawasan di luar pengawasan keuangan.

9.PNS...
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9. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
lnspektorat yang diberi tugas oleh’ pejabat yang bcrwenang
untuk melaksanakan tugas pengawasan.

}0. Audxtan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.

11. Kode Euk APIP adalah Aturan penlaku yang dxbcrlakukan
dalam suatu kelompok profesi di ngkungan lns;:iqlgtorat yang
senantiasa wajib dipatuhi oleh para Auditor, P2UPD dan PNS
tertentu yang diberi tugas oleh atasan iAPIP. ‘

BABIl
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 = |

(1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP Daerah adalah untuk
membentuk jati diri Auditor, P2UPD dan PNS tertentu guna
memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas
dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta, tgrscdxanya
pedoman perilaku bagi Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.

(2) Tujuan Kode Etik APIP Daerah adalah: 1P
a. melindungi para Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dari

pengaruh pihak lain yang mempunyai kepent.ing';'m tertentu
yang dapat menyebabkan tidak tcrpenuhmya pnnsxp audit
dalam pelaksanaan tugasnya; :

~ b. memotivasi  pengembangan ‘profes'i auditor  secara

berkclanjutan,

¢. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP Dacrah

d. memastikan' bahwa Auditor, P2UPD dan PNS| tertentu
x'hcnjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada
tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;

e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis,
terpenuhmya prinsip- pnnsxp Kerja yang akuntabel dan
tcrlaksananya pengendahan audit; '

f. mewujudkan Auditor, P2UPD dan PNS tertentu;yaxj!lg kredibel
dengan kinerja yang optimal dalam pclaksanéan audit;

g.menumbuhkan...
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menumbuhkan kepercayaan diri Auditor, P2UPD dan PNS
tertentu dalam melaksanakan tugas audit;

mengevaluasi perilaku Audiior, P2UPD dan PNS tertentu
oleh Atasan APIP.

BAB Il
KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pemberlakuan
Pasal 3

H |
{

Kode Etik APIP dalam peraturan Bupati ini diberlakukan bagi

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu diALinngungan Inspektorat.

Bagian chual

Prinsip-Prinsip dan Aturan Perilaku
o

Pasal 4

(1) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas

berkewajiban mematuhi prinsip-prinsip periladpx sebagai

berikut:
a. Integritas .
Yaitu harus memiliki mutu, sifat, atau kead yang

menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki
potensi dan kemampuan yang mcmancarkan:klcwibawaan
dan kejujuran. ; .
Obyektivitas ' -

Yaitu harus menjunjung tinggi- ketidakberpihakan,
profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan
memproses data/informasi _auditan serta membuat
penilaian .seimbang atas semua situasi yang rc‘cvan dan
tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain
dalam mengambil keputusan. }
c.ké'rja"hasiaan...

» '
2 N



c. Kerahasiaan
Yaitu harus menghargai nilai, dan kepemilikan;informasi
‘yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi
tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan. Bt
d. Kompetensi . L
Yaitu harus memiliki pcngctahuan, keahlian, pengalaman
dan keterampilan serta sikap perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
e. Akuntabel '
Yaitu kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban  atau untuk menjawab dan
menerangkan liincrja dan tindakan scscorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.
f. Perilaku Profesional
Yaitu tmdak tanduk yang merupa.kan ciri, mutu, dan
kualitas suatu profesx atau orang yang profesxonal di mana
_ memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya
(2) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas
berkewajiban mematuhi aturan penﬁaku sebagai l‘)f;mkut
a. untuk menerapkan prinsip Integritas, auditor intern
pemerintah wajib: B
1. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan
tanggung jawab;
2. mentaati hukum dan mcmbu%at pengungkapan yang

diharuskan oleh ketentuan pe'rundang-undangan dan
profesi; ] '

3. menghorfnau dan berkontnbus; pada tujuan organisasi
yang sah dan etis; dan |

4, tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam
bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa. dihindari,
auditor intern pemerintah wajib melapbrl;an kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkaﬁt‘. KPK) paling
lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah' gratifikasi

diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

', b.untuk...
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b. untuk menerapkan prinsip Objektivitas, a@éitor intern
pemerintah wajib: 4 =

1. ndak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan
apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan
kepentingan  organisasinya, atau Yyang dapat
menimibulkan prasangka, atau yang meragukan
kemampuannya untuk dapat mclaksanakan tugas dan
memenuhi tanggung jawab profesinya sccara objektif;

2. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang
dapat mengganggu atau _patut diduga me;ngganggu
pertimbangan profesionalnya; dan

3. mengungkapkan semua fakta material yang ‘dxketahux,
yaitu fakta yang jika tidak dxungk&p,kanl dapat
mcnguba.h atau  mempengaruhi. pengambilan
keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang>
melanggar hukum.

c. Untuk: menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor intern
pemerintah wajib: | '

1. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan
informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan

2. tidak menggunakan informasi untuk 'keuntungan
pribadi atau dengan cara apapun' yang akan
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

d. untuk menerapkan prinsip Kompctensx, auditor intern
pemerintah wajib:

‘1. memberikan layanan yang dapat dxselesaxkan sepanjang
memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta
pengalaman yang dxpex'h.lkan,m‘.l » *-f.'|

2. melakukan pengawasan sesuai; dengan Standar Audit

Intern Pemerintah Indonesia,; dan!

3. terus-menerus 'rneningkatl;an keahlian serta efektivitas
dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh
dari pendidikan formal, pelatihfm, sertiﬁkasi'. maupun

pengalaman kerja. - . ,

.e.untuk...
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untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditpr intern

pemerintah wajib menyampaikan pertanggungiéyaban atau

Jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakan_'nya secara

sendiri atau kolektif kepada pihak yang mcmixliki' hak atau
kewenangan untuk meminta kctcrahgla'f[ atau
pertanggungjawaban. : A '

untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor

intern pemerintah wajib:

1. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat
dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada

profesi pengawasan intern atau organisasi; dan

2. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, .dan tanggung

jawab manajemen auditan dalam mclaksana)Tan tugas

- yang bersifat konsultasi.

Bagian Ketiga
Aturan Perilaku dalam 'Organisasi dan .

" hubungan dengan Sesama Auditor

(1) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas
berkewajiban mematuhi aturan perilaku dalam organisasi,
sebagai berikut:

a.
b.
C.

mentaati semua peraturan perundang-undangan;
mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan
profesi dan orgaﬁisasi dalam melaksanakan tugas;

. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan

dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan serta etika dan standar audit yang
berlaku;

. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung

. jawab.dan bersungguh-sungguh;

. tidak menjadi bagian dari kegiata ‘ilcgal atau mengikatkan

diri pada tindakantindakan yan mcndiskrédj;k_‘an profesi

auditor intern pemerintah atau organisasi,

’ g.berani...
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g. berani dan bertanggung jawab | alam méngungkapkan
seluruh fakta yang diketahuinya bchasarkan bukti audit;

h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat
kemampuan dalam melaksanakaxfm tugas dan tanggung
jawab menjadi tidak obyektif dan gafcat;

i. menanamkan rasa percaya diri yarig tinggi yang bertumpu
pada prinsip-prinsip perilaku penga%wasan;

j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang
diperoleh dalam penugasan; )

k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, réhasia pihak
yang diperiksa, dan hanya dapat mcngemukakannya atas
perintah pejabat yang berwenang;

l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai sta.ndar a'udxt dan

m.terus menerus meningkatkan kemahiran profesx,_ efektivitas,
dan kualitas pengawasan. i

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam hubungan dengan

sesama auditor wajib:

- a. menggalang kerjasama yang sehat d_an"sincr'gis;

b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan
kekeluargaan; dan _ .

c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi
perilaku, | " '

Bagian Keémpat

hubungan dengan Auditan |

Pasal :6

s

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam hubungan dengan auditan,

a. menjaga penampilan/performance sesuai dcngan tugasnya,

b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung

penyelesaian tugas; dan

c. menghindari setxap tindakan dan perilaku yang membenkan
kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat

bertugas.

BAB IV...
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BAB IV

LARANGAN

Pasal 7

i L By
1 o

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dilarang :

a. menyalahgunakan kewenangannya;

+ b. . melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;

|
¢. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan

dalam surat tugas;

d. menggunakan data/informasi yang sifamya rahasia untuk
kepentingan pribadi atau golongar{ yang mungkm akan
merusak nama baik organisasi; ‘

¢. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan
keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan

f. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentt'a,.'yang dapat
mengganggu integritas, obyektivitas, dan kcharn:xoxiisan dalam
pelaksanaan tugas; _

g memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan
hukum atau tidak etis. '

BABV
PENGADUAN

Pasal 8

| | |
(1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan
oleh Auditor, P2UPD dan PNS tertentu terhadap kode etik ini

disampaikan kepada Inspektur. ol i
(2) Pengaduan sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) harus
didukung dengan alasan - alasan dan/atau data/informasi

yang dapat dipertanggungjawabkan. i

BAB VI...
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BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 9

(1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Aparat Pengawasan
dibentuk majelis Kode Etik yang bersifat adhoc.
(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah
ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang beranggotakan dari
' unsur pejabat Stf‘uktﬁral dan pejabat fungsional auditor/P2UPD
Inspektorat Kabupaten serta unsur Pejabat Struktural di luar
- Inspektorat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(3) Jabatan dan pangkat anggota maje?ig kode etik tidak boleh
rendah dari jabatan dan pangkat aparat pengawasan yang
disangka melanggar kode etik. | S e
(4) Susunan majelis kode etik terdiri dari: |
. a. 1 (satu) orang ketua merangkab anggota,
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap rmggota; dan
c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 10
Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)
mempunyai tugas : |
a. memeriksa APIP yang diduga melanggar Kode Etik; : B
b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan b
c. hasil pemeriksaan, investigasi dan pelaporan‘ - pélanggaran
~dilaporkan kepada pimpinan APIP untuk diteruskan 'l(e Bppati
melalui Sekretaris Daerah. : :

Pasal 11

5
Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

o Pasal 12...
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Pasal 12 , ]
A(l) Majelis Kode Euk dnbentuk pahng lambat 15 (lxma belas) hari
kerja sejak laporan/pengaduan dan atau 1nformas1 tcxjadmya
_ pelanggaran Kode Etik yang ~dilakukan oieh aparatur
pengawas/pemenksa 2 ‘
(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) berakhir
masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil

pemeriksaan.

BAB V
SANKSI

Pasal 13

(1) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang terbukti melanggar
Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur / Pimpinan
APIP Daerah atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.

(2) Bentuk-bentuk sanksi yé.ng direkomendasikan -oleh Badan
Kehormatan Profesi antara lain bcrupal : |
a. teguran tertulis; ] e
b. usulan pemberhentian; w4
c. tidak diberi penugasan pemcnksagn/audlt selama jangka

waktu tertentu. ‘

(3) Pelanggaran terhadap Kode Etik di samping dikenakan sanksi

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (23, juga dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perur}dang—undan.gan. .

|

BABVI = -
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14 ' , .'
! :

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pcraturan Bupau ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan. ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dmmpahkan
kepada Inspektur / Pimpinan APIP atas nama Bupgn.

!‘Pasal 15...
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Pasal 15 ity
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap' orang - dapat mengetahuinya, memefintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ‘ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. |

Ditetapkan di Amurang i
Pada tanggal 2019
i
BUPATI MINAHASA SELATAN,

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang

pada tanggal ta e -°201 9
SEKRET. S DAERAH
KABUPATEN. SELATAN,
o |
|

DENNY P. KAAWOAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN ’I‘f\HUN 2019 NOMOR .....




